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EDITORIAL

Panggung Cirus
di Komisi ITI

SEBAGAI komisi yang membidangi hukum, Komisi
III DPR pasti tahu prinsip dasar penegakan hukum,
yaitu di depan hukum semua warga berkedudukan
sama. Tidak ada warga negara kelas satu.

Akan tetapi, sadar atau tidak, Panitia Kerja (Panja)
Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan Ko-
misi III telah mengabaikan prinsip hukum itu. Panja
menempatkan jaksa Cirus Sinaga sebagai warga
kelas utama. Sebagai warga negara kelas satu, Cirus
yang sudah berstatus tersangka dan dicegah pula ke
luar negeri diberi panggung politik. Ia disediakan
forum terhormat dalam rapat panja yang digelar
pada 4 April lalu.

Para anggota panja duduk manis menyimak pem-
bacaan keterangan tertulis Cirus seputar sangkaan
yang ditujukan kepadanya sebagai mafia dalam
kasus pemalsuan surat rencana penuntutan Gayus
Tambunan.

Dalam sesi tanya-jawab, anggota panja bertanya
mirip interogasi dalam sidang hak angket. Panja ga-

gal membongkar peran

Cirus dan jaringannya

dalam perspektif mafia Rakyat
hukum. Pertanyaan dan berkepenting-
pernyataan anggota de-

an agar komisi hukum
di DPR tidak tersesat
di jalan lurus.”

wan hanya memperte-
gas superioritas dan
nyali Cirus yang tidak
pernah ciut.

Harus jujur diakui,
rapat panja yang di-
siarkan televisi secara
langsung itu menjadi
panggung politik Cirus
Sinaga. Dengan suara lantang, dalam rapat yang
dipimpin Ketua Panja Tjatur Sapto Edy, Cirus menje-
laskan apa yang telah dilaksanakannya selaku jaksa
peneliti kasus Gayus. Ia mengaku telah melaksana-
kan tugas sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Perlakuan istimewa yang diberikan kepada ter-
sangka Cirus memperlihatkan wajah ganda komisi
hukum. Sebab, hanya dua bulan sebelumnya, Komisi
III DPR memutuskan untuk tidak menggelar rapat
dengan tersangka. Pada 31 Januari, Komisi IIl meno-
lak kehadiran pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan
Chandra Hamzah dengan alasan status tersangka
masih melekat pada Bibit-Chandra, meski Jaksa
Agung telah mendeponir perkara mereka.

Bibit dan Chandra bukan pimpinan KPK gadung-
an. Akan tetapi, berlindung di balik alasan etika dan
moral, Komisi III memutuskan lewat voting untuk
menolak kehadiran Bibit-Chandra dalam setiap rapat
apa pun di DPR. Etika dan moral justru disingkirkan
bahkan ditabrak bila menyangkut kepentingan sen-
diri. Bukankah ada anggota Komisi IIl yang berstatus
tersangka, tetapi Komisi III tidak menyuruh keluar
orang itu dari rapat-rapat Komisi I1I? Bukankah DPR
pernah dipimpin terdakwa?

Rekam jejak DPR kian mempertegas wajah ganda
DPR. DPR pernah memboikot rapat dengan Menteri
Keuangan (saat itu) Sri Mulyani hanya karena yang
bersangkutan dianggap bertanggung jawab dalam
kasus Bank Century.

Rakyat berkepentingan agar komisi hukum di
DPR tidak tersesat di jalan lurus sehingga tidak
ada anggapan bahwa mereka menjadi bagian dari
persoalan penegakan hukum, apalagi bagian dari
mafia hukum.

Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
mediaindonesia.com
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Autisme dan Kemampuan

PENELITIAN dari Universitas Montreal, Kanada, menun-
jukkan otak seorang autis lebih terfokus pada kemampuan
visual (aktivitas temporal dan oksipital) ketimbang pe-
ngendalian pikiran ataupun pengambilan keputusan (ak-
tivitas korteks frontal). Temuan itu menjelaskan mengapa
seorang autis berkemampuan visual luar biasa.

Peneliti menganalisis data dari 26 pencitraan otak selama
15 tahun. Partisipan terdiri dari 357 anak autis dan 370 o-
rang nonautis. Hasilnya anak-anak autis memiliki aktivitas
lebih banyak di daerah temporal dan oksipital dan kurang
di bagian korteks frontal. (HealthDay News/SZ/X-5)
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JALAN SUSAH
MENGEREM SAMPAH

Sembilan tahun lampau,
sekelompok warga di

Kota Gudeg mengganti
pendekatan komunal mereka
terhadap sampah.
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08001930990

e-mail:
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BD untuk Bola Diselewengkan

KPK menyarankan kepada Mendagri agar
membuat peraturan penghentian alokasi
APBD bagi klub sepak bola mulai 2012.
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SOAL PENGGUNAAN APBD: Mendagri Gamawan Fauzi (kanan) berdiskusi dengan Menpora Andi
Mallarangeng saat pemaparan kajian KPK tentang kebijakan penggunaan APBD untuk sepak bola di

Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Jadi Ketua Normalisasi PSSI
Agum Janji Hapus Politisasi

FEDERASI Sepak Bola Interna-
sional (FIFA) menunjuk Ke-
tua Kehormatan PSSI Agum
Gumelar sebagai ketua Komite
Normalisasi PSSI.

Agum pun bertekad meng-
hapus politisasi di tubuh PSSI.
“Kita ingin mencegah masuknya
politik dalam PSSI ini. Jangan
ada politisasi,” tandas Agum
dalam jumpa pers di kediaman-
nya di Jakarta, kemarin.

Mantan Ketua PSSI periode
1999-2003 itu akan dibantu tu-
juh anggota, yakni Djoko Dri-
yono (CEO PT Liga Indonesia),
Sukawi Sutarip (Ketua PSSI
Jawa Tengah), Siti Nurjanah
(Direktur OGF Arema FQ),
Hadi Rudiatmo (Ketua Persis
Solo FC), Samsul Ashar (Ketua
Persik Kota Kediri FC), H Satim
Sofyan (Ketua PSSI Banten), dan
Dityo Pramono (Ketua PSPS
Pekanbaru FC).

Berdasarkan keputusan FIFA,
Komite Normalisasi akan me-
nyelenggarakan kongres pemi-
lihan Ketua Umum PSSI yang
baru berdasarkan Electoral
Code FIFA dan Statuta PSSI

Agum Gumelar
Ketua Normalisasi PSSI

maksimal 21 Mei 2011.

FIFA juga memutuskan meno-
lak pencalonan kembali empat
kandidat Ketua Umum PSSI
periode 2011-2015, yaitu Arifin
Panigoro, George Toisutta, Nur-
din Halid, dan Nirwan Bakrie.
Mereka sudah ditolak pada 28
Februari 2011.

Komite Normalisasi akan

mengadakan rapat perdana di
Sekretariat PSSI, Senayan, hari
ini. Agum akan berkomunikasi
dengan mantan pengurus, ter-
masuk dengan Ketua Umum
PSSI yang sudah tidak diakui
pemerintah dan FIFA, Nurdin
Halid.

Selain itu, mantan Menteri
Perhubungan ini juga akan
berkomunikasi dengan Komite
Pemilihan PSSI yang terbentuk
di kongres Pekanbaru, Riau,
pada 26 Maret.

Menpora Andi Mallarangeng
menyambut baik keputusan
FIFA. “Ini momentum untuk re-
formasi sepak bola Indonesia.”

Sambutan juga datang dari
Nurdin Halid. “Saya sangat ber-
syukur karena Indonesia tidak
dihukum (oleh FIFA).”

Di pihak lain, kubu Arifin
Panigoro-George Toisutta akan
mengajukan protes ke FIFA.
“Kami akan terus perjuang-
kan Arifin dan George karena
mereka sudah dicalonkan 78
pemegang hak suara,” kata
tim sukses George-Arifin, Bob
Hippy. (HA/Nav/*/X-6)
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ISRUH di tubuh PSSI
bukan semata-mata
terkait dengan adu
kuat antarkubu un-
tuk meraih atau mempertahan-
kan kekuasaan di induk organi-
sasi sepak bola Indonesia itu.
Karut-marut juga terjadi pada
pengelolaan dana negara untuk
klub sepak bola di daerah.

Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) telah rampung
mengkaji penggunaan APBD
untuk sepak bola, kemarin.
Hasilnya KPK menemukan se-
tidaknya tiga pelanggaran ter-
hadap penggunaan APBD.

Dari tiga temuan tersebut,
yang pertama yakni pelanggar-
an asas umum pengelolaan
keuangan daerah pada pengelo-
laan dana APBD bagi klub se-
pak bola. Yang kedua, rangkap
jabatan pejabat publik pada
penyelenggaraan keolahragaan
sehingga dapat menimbulkan
konflik kepentingan.

Yang ketiga, pelanggaran
prinsip transparansi dan akunta-
bilitas dalam pengelolaan hibah
dari APBD. “Atas hasil kajian
tersebut, KPK menyarankan
kepada Menteri Dalam Negeri
agar membuat peraturan untuk
menghentikan pengalokasian
APBD bagi klub sepak bola
mulai tahun anggaran 2012, ter-
masuk pengaturan sanksinya,”
kata Wakil Ketua KPK Bidang
Pencegahan M Jasin ketika me-
maparkan hasil kajian KPK di
kantornya, kemarin.

Turut hadir dalam pemaparan

Tiga Pelanggaran
APBD untuk

Sepak Bola

1. Pelanggaran asas umum
pengelolaan keuangan daerah
dan APBD bagi klub sepak bola.

2. Adanya rangkap jabatan
pejabat publik pada penyeleng-
garaan acara keolahragaan
di daerah yang dapat menim-
bulkan konflik kepentingan.

3. Pelanggaran prinsip transpa-
ransi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan hibah dari APBD.

® Dana APBD untuk membiayai
kontrak pemain dan pelatih
klub sepak bola.

@ Alokasi anggaran sepak bola
tidak sebanding dengan cabang
olahraga lain. Misalnya di Malang,
Jawa Timur hampir 100%

dana | =

hibah b -

untuk

sepak
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itu Mendagri Gamawan Fauzi,
Menteri Pemuda dan Olahra-
ga Andi Mallarangeng, serta
sejumlah kepala daerah dari
33 provinsi. Kajian regulasi itu
dilakukan terhadap tata laksana
penyaluran dan pertanggung-
jawaban dana APBD di DKI Ja-
karta, Bandung, dan Malang.

Mulai 2012

Jasin mengungkapkan dalam
temuannya banyak pengaloka-
sian anggaran sepak bola yang
tidak sebanding dengan cabang
olahraga lainnya. Ia mencon-
tohkan pengelolaan APBD di
Malang.

“Sama sekali tidak mengang-
garkan dana untuk ketahanan
pangan. Pokoknya yang penting
bolanya maju. Sebanyak 99,78%
dana hibah untuk Persema (Per-
satuan Sepak Bola Malang),”
terangnya.

Mengenai pengelolaan hibah
APBD, KPK juga menemukan
adanya pelanggaran prinsip
transparansi dan akuntabilitas.
Tidak dipaparkannya pengelola-
an uang tersebut kepada masya-
rakat, tukas Jasin, berarti me-
langgar prinsip transparansi.

Dalam temuannya KPK juga
mendapati penggunaan dana
APBD untuk membiayai kon-
trak pemain dan pelatih di klub-
klub sepak bola. “Ini mengaki-
batkan alokasi anggaran hibah
kepada klub sepak bola menjadi
tidak adil jika dibandingkan
dengan alokasi untuk beberapa
urusan wajib lainnya. Juga,
memunculkan potensi konflik
kepentingan dan timbulnya
berbagai variasi aturan yang
berpotensi korupsi.”

Karena itu, KPK juga me-
minta inventarisasi pejabat pub-
lik yang rangkap jabatan pada
kepengurusan KONI dan/atau
klub sepak bola dilakukan dan
peraturan mengenai larangan
rangkap jabatan pada kepeng-
urusan KONI dan klub sepak
bola itu dikeluarkan.

Saat menanggapi seruan KPK,
Mendagri Gamawan Fauzi me-
negaskan penggunaan APBD
untuk klub sepak bola profesio-
nal dihentikan mulai 2012.

“Kita memang sudah sepakat
dengan Menpora bahwa 2012
untuk klub profesional tidak
ada lagi (bantuan dana dari)
APBD. Untuk tahun ini, Kemen-
dagri dan Kemenpora akan
tetap membantu pembinaan
klub-klub sepak bola.” (*/X-7)

edna@mediaindonesia.com

Kirimkan tanggapan Anda
atas berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
atau mediaindonesia.com

DPR Minta Hapuskan Jasa Penagih Utang

DPR mengusulkan pelarangan
terhadap praktik jasa penagih-
an utang (debt collector) untuk
semua bank.

“Harus dilarang adanya debt
collector untuk semua bank,” ka-
ta anggota Komisi XI Vera Febri-
anti dalam rapat kerja antara
Komisi XI DPR, Bank Indonesia
(BI), manajemen Citibank, dan
Kepolisian RI, tadi malam.

Rapat yang dipimpin Ketua
Komisi XI DPR Emir Moeis di-
gelar menyusul maraknya ka-
sus kejahatan perbankan yang
terungkap belakangan ini, dan
tewasnya seorang nasabah kar-
tu kredit Citibank Irzen Octa,
seusai mengurus tagihannya di
kantor Citibank, Jaksel.

Vera melanjutkan, BI harus
bertindak tegas sehingga kasus
dugaan penganiayaan terha-

ANTARA/ISMAR PATRIZKI

BAHAS CITIBANK: Country Officer Citibank Indonesia Sharig Mukhtar
menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR, Bl, dan kepolisian, di
gedung parlemen, Jakarta, tadi malam.

dap nasabah kartu kredit tidak
terjadi lagi.

Sementara itu, Gubernur BI
Darmin Nasution mengatakan
pemerintah perlu memiliki UU
penagihan utang oleh pihak
ketiga (debt collector). Saat ini
belum ada peraturan umum
yang mengatur debt collector
secara jelas.

Darmin melanjutkan, soal
penagih utang, BI memiliki
Peraturan BI No 11/11/2009
tentang Penyelenggaraan Ke-
giatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu.

Dalam aturan itu dijelaskan
prinsip penagihan utang kartu
kredit tidak boleh bertentangan
dengan peraturan hukum yang
berlaku, seperti aturan pidana
dan HAM, yang melarang prak-
tik kekerasan, ancaman, dan

perlakuan tidak pantas lain.

Rapat kerja sempat diwarnai
aksi sejumlah anggota Komisi
XI yang mengembalikan kartu
kredit Citibank. Tindakan itu se-
bagai bentuk simbolis ketidak-
percayaan anggota dewan ter-
hadap bank bersangkutan.

“Kami kecewa terhadap Citi-
bank yang semena-mena,” kata
salah satu anggota Komisi XI
yang mengembalikan kartu kre-
dit, Arif Budimanta.

Sementara itu, Country Offi-
cer Citibank Indonesia Shariq
Mukhtar mengatakan pihaknya
menangani serius situasi yang
terjadi di banknya. Citibank
berkomitmen untuk beroperasi
menggunakan standar tinggi.

Hingga pukul 23.30 WIB ra-
pat masih berlangsung. (ML/
Ant/X-10)
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Cirus Beraksi di DPR
Mirip Taman Kanak-kanak

PENGANTAR

DPR tidak pernah berhenti
mempertontonkan standar
ganda. Dewan tidak malu-malu
mempersembahkan panggung
politik untuk tersangka Cirus
Sinaga, tapi pada saat ber-
samaan tetap menutup pintu
rapat-rapat untuk dua pemim-
pin KPK, Bibit Samad Rianto
dan Chandra M Hamzah.

Dengan suara lantang, da-
lam rapat yang dipimpin Ketua
Panja Tjatur Sapto Edy, Cirus
menjelaskan apa yang telah
dilaksanakannya selaku jaksa
peneliti kasus Gayus. la meng-
aku telah melaksanakan tugas
sesuai dengan kewenangan
yang dimilikinya.

Apa pandangan masyarakat
atas standar ganda DPR itu?
Berikut sejumlah pendapat
yang masuk ke www.mediain-

MI/GINO F HADI

donesia.com, Facebook Harian
Umum Media Indonesia, dan
Interupsi@mediaindonesia.
com.

Komisi Belang-Belang

DARI dulu komisi itu belang-belang dan belang dari kaki hingga
ubun-ubun. Jadi bukan ganda lagi.

Agan Epet

Diskriminasi Menjijikkan

MAKIN hari kian menjijikkan apa yang dilakukan Komisi III
DPR RI dengan memberi panggung kepada tersangka. Cirus
Sinaga hadir di panggung politik itu karena dianggap dapat
membuka tabir soal mafia hukum, pajak, dan sebagainya di
republik ini.Sebaliknya, Bibit dan Chandra yang juga dalam
status tersangka meski sudah dideponir, tetap tak ada pang-
gung. Mereka seakan dinilai najis yang haram untuk hadir di

parlemen.

Hasir Sonda

Taman Kanak-kanak

YA namanya juga taman kanak-kanak. Ya seperti itu deh. Ha-

haha.

Kebenaran Politik

Iswanto Ione

DPR tidak lagi menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan
dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. DPR lebih
mengutamakan kepentingan golongan jika dibandingkan dengan

kebenaran.

DPR adalah kumpulan orang hebat yang memanipulasi situasi
politik. Saya sebagai warga negara RI tidak lagi percaya kepada

DPR! Dalam pikiran mereka yang ada hanya kebenaran politik,

bukan kebenaran hukum!

Mendarah Daging

Kholid Van Deglank

AH, bosan. Itu sih sudah mendarah daging. Menjadi artis/ak-
tor apa susahnya sih? Kan mereka banyak belajar dari sinetron.
Yakinlah, anak-anak kita juga akan seperti anggota dewan, sebab
yang disuguhkan hanya kejahatan dan kelicikan.

Kasus Aneh

Solida Manurung

ANEH betul kasus Cirus itu. Bisa-bisanya bilang dana diterima

untuk pribadi.

Kung Exterme Pelita
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Keresahan Rakyat
makin Menggumpal

Kritik dari para
tokoh lintas agama
maupun kekuatan
sipil lainnya tidak
mendorong tren
positif kebijakan
pemerintah.

SETYAWATI

ERLU ada kekuatan

untuk merevitalisasi

berbagai demoralisasi

dan keresahan yang
dirasakan rakyat saat ini. Hal
tersebut untuk mengembalikan
arah pemerintahan ke cita-cita
Proklamasi 1945.

Demikian diutarakan Ketua
Umum Nasional Demokrat
Surya Paloh saat menerima para
tokoh yang tergabung dalam De-
wan Penyelamat Negara (Depan)
diKantor Nasional Demokrat, di
Jakarta, kemarin.

“Memang perlu ada kekuatan
merevitalisasi. Ini sebenarnya
memang tugas, peran, dan ke-
wajiban pemerintah di baris
terdepan. Dan ini adalah peme-
rintahan sah, bukan setengah-se-
tengah,” jelas Surya.

Surya mengakui ada kekece-
waan yang dirasakan rakyat,
termasuk dirinya atas peme-
rintahan sekarang. “Yang pasti
kami melihat kita semua sama-
sama merasa gelisah. Kita tidak
enjoy, tidak menutup mata hati,
negara tidak berubah.”

Menanggapi kunjungan ak-
tivis Depan itu, Surya menya-
takan, kedatangan mereka me-
rupakan dukungan moral atas
konsep restorasi Indonesia yang
diusung Nasional Demokrat
selama ini.

Hadir deklarator Depan da-
lam pertemuan itu antara lain
Wakil Ketua DPD Laode Ida,
anggota DPR Bambang Soe-

MI/ROMMY PUJIANTO

SATU KONSEP: Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh (kanan) berbicara dengan deklarator Dewan Penyelamat Negara Lily Wahid
(kiri), Effendi Choirie (kedua dari kir), dan Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin. Dewan Penyelamat Negara merasa satu pandangan
dengan Nasional Demokrat dalam konsep restorasi Indonesia.

satyo, Lily Chodidjah Wahid,
Effendi Choirie, Hatta Taliwang,
dan sejumlah tokoh lembaga
swadaya masyarakat lainnya.
“Ini juga menunjukkan adanya
satu kesatuan cita-cita, bagi kita
untuk reevaluasi ulang, apakah
komitmen-komitmen dasar mo-
del sistem ketatanegaraan masih
sesuai atau tidak. Semakin baik
atau tidak?,” seru Surya.

Aktivis Depan yangjuga fung-
sionaris , Effendi Choirie me-
nambahkan, mereka meminta
agar Surya bisa menjadi pemer-
satu gerakan bersama dalam
mencari jawaban atas keresahan
yang dirasakan rakyat.

Kebohongan

Satu hal, Badan Pekerja Tokoh
Lintas Agama Anti Kebohongan
menilai menilai pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono
menutupi kebohongan yang
dibuat dengan kebohongan-
kebohongan baru.

Kesimpulan itu disampaikan
Badan Pekerja Tokoh Lintas
Agama di Sekretariat Rumah
Pengaduan Kebohongan Publik
di Ma'arif Institute, Jakarta, ke-
marin. Hadir mantan Ketua PP
Muhammadiyah Syafii Maarif,
Ketua Konferensi Waligereja
Indonesia Mgr Martinus Situ-
morang, Ketua Persatuan Gereja-

Gereja di Indonesia Andreas
Yewanggoe, Ketua PBNU Sala-
huddin Wahid, Benny Susetyo,
Djohan Effendi, Fajar Rizal Ul
Hagq, Direktur Ecosoc Right Sri
Palupi, dan Effendi Gazali.

Syafii Maarif mengatakan
sudah tidak bisa berharap lagi
dengan pemerintahan sekarang.
“Pemerintah telah mengkhianati
konstitusi dan Pancasila.”

Pun Martinus Situmorang me-
nambahkan, pemerintah tidak
merespons kritik yang diajukan
tokoh agama tiga bulan yang lalu
itu. “Tidak ada tren positif dari
pemerintah untuk menanggapi
kritik moral tokoh agama tiga

bulan yang lalu. Pemerintah
tidak memperbaiki apa-apa,”
imbuhnya.

Menurut Sri Palupi, tidak ada
konsep yang jelas terkait kebijak-
an pemerintah dalam mengen-
taskan rakyat dari kemiskinan.
“Pemerintah mencanangkan
proyek jalan tol sepanjang 340
km/tahun, tapi yang tercapai 73
kilometer atau 4,5%. Celakanya,
sekarang pemerintah SBY malah
mau bikin jalan tol baru 800 km.
Ini jelas kebohongan baru, kare-
na memang tidak realistis dan
mengada-ada,” kata Sri. (*/P-3)

setyawati@mediaindonesia.com

Anggaran
Bantuan Sosial
Rawan Dikorupsi

DANA bantuan sosial men-
jadi sasaran terempuk praktik
korupsi, karena belum ada-
nya pedoman pengelolaan
keuangan yang baku. Modus
penyimpangan terbesar berasal
dari realisasi dana yang tidak
sesuai dengan peruntukan.
Demikian hasil kajian Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
yang dipaparkan di Jakarta,
kemarin.

“Bansos sumber paling em-
puk untuk melakukan pe-
nyimpangan. Karena bukti
yang kami temukan pasti ada
penyimpangan bansos,” ujar
Wakil Ketua KPK Mocham-
mad Jasin di hadapan Men-
teri Dalam Negeri (Mendagri)
Gamawan Fauzi dan sejumlah
kepala daerah.

Selama periode 2007-2010, pe-
merintah telah menganggarkan
dana bantuan sosial Rp300,94
triliun. Dana itu dialirkan mela-
lui anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) sebesar
Rp48,46 triliun dan anggaran
pendapatan dan belanja negara
(APBN) Rp252,48 triliun.

Riset yang dilakukan KPK
selama Januari-Maret 2011 di
Provinsi Jawa Barat, Kabu-
paten Bogor, dan Kota Bogor
menemukan adanya 10 prob-
lem utama, yakni regulasi dan
tata laksana. “Dalam aspek
regulasi, tidak ada peraturan
Mendagri yang secara khusus
mengatur pengelolaan bantuan
sosial. Akibatnya kriteria dan
pengelolaan dana bantuan
sosial di daerah tidak sera-
gam. Contohnya, di Jawa Barat
dituangkan dalam keputusan
gubernur, di Bogor keputusan
bupati,” ungkapnya.

Tidak rinci

Soal tata laksana pengang-
garan, KPK menyatakan tidak
semua objek bantuan dilengka-
pi rincian objek penerimanya.

“Di Provinsi Jawa Barat mi-
salnya, untuk kegiatan usaha
perikanan dan kelautan ada
pagu Rp6 miliar, dan ada untuk
partai A Rp31 miliar, ada listing
untuk Pak N Rp616 juta,” ung-
kap Jasin.

Selama ini, Mendagri beralas-
an aturan dana bantuan sosial
tidak diatur secara rinci karena
kondisi daerah tidak sama. Ia
hanya berharap, daerah bijak-
sana dalam menentukan dan
mengelola dana.

Jasin mengingatkan, pe-
nyaluran dana bantuan sosial
seharusnya selektif dengan
kriteria yang ketat, dilengkapi
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Mochammad Jasin
Wakil Ketua KPK

dengan pertanggungjawaban
yang akuntabel. Atas temuan
tersebut, KPK memberi waktu
kepada Mendagri untuk segera
membuat action plan sebelum 4
Mei 2011.

Untuk selanjutnya, Ke-
mendagri diminta secara berka-
la melaporkan tindak lanjutnya
ke KPK.

Selama 2010, menurut Ketua
KPK Busyro Muqoddas, ada 98
pengaduan terkait dengan ban-
tuan sosial yang diterimanya.
Hingga Maret 2011, KPK telah
menangani enam perkara pe-
nyalahgunaan bantuan sosial.
Empat kasus putusannya telah
berkekuatan hukum tetap, satu
kasus dalam tahap penuntutan,
dan satu kasus dalam tahap pe-
nyidikan. (ED/*/P-4)

OLITIK pada saat ini ku-
Prangmemperhatikanpoli—

tik ekonomi, utamanya
politik pengurangan pengang-
guran atau politik penciptaan
lapangan kerja. Pemerintah dan
parlemen habis waktu untuk
konflik dan menghadapi kasus-
kasus, yang sering tidak berhu-
bungan dengan kepentingan
kesejahteraan rakyat secara
langsung. Karena itu, masalah
pengangguran terbuka dan le-
bih banyak lagi pengangguran
terselubung masih tidak bisa
dipecahkan. Tingkat pengang-
guran di Indonesia tergolong
paling tinggi di kawasan Asia
Tenggara.

Sepintas jika hanya dilihat
dari pertumbuhannya, bisa
ditebak kesimpulannya bahwa
ekonomi Indonesia tidak mem-
punyai masalah. Sejauh ini
pertumbuhan ekonomi sudah
melewati batas moderat sampai
bahkan pada level pertumbuh-

an ekonomi yang tinggi.

Perencanaan pemerintah da-
lam asumsi anggaran selalu
optimistis dengan menetapkan
pertumbuhan di atas 6%. Ren-
cana dan keputusan seperti ini
wajar karena Indonesia memang
sedang berada di kawasan
pasar, yang sedang berkembang
dan bahkan tumbuh pesat.

Kini Indonesia tidak bisa lagi
menyatakan diri sebagai negara
yang pertumbuhan ekonomi-
nya paling tinggi di kawasan
ASEAN. Negara-negara lain
di sekitar kita juga sudah pulih
dengan cepat dan ekonominya
bertumbuh pada tingkat yang
tinggi melebihi kita.

Pada 2009 ketika ekonomi
dunia mengalami krisis, kita

PODIUM

Politik dan Pengangguran

berbangga bahwa pertumbuh-
an ekonomi masih bertumbuh
positif sampai 4,3%. Sementara
itu, perekonomian negara-ne-
gara lain tumbuh negatif. Ini
bisa dibanggakan untuk semen-
tara karena ekonomi Indonesia
tidak terpuruk ke dalam krisis.
Namun, secara umum, nega-
ra-negara Asia Tenggara bisa
bertahan dalam krisis 2008-2009,
yang sama sekali berbeda de-
ngan krisis 1998.

Tetapi jika menyimak ke
dalam struktur perekono-
mian nasional, ada masalah
yang tidak dapat dipecah-
kan dengan semata-mata per-
tumbuhan ekonomi itu. Dua
masalah yang sedang dihadapi
masyarakat, pertama adalah
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tingkat pengangguran terbuka
yang tinggi dan tergolong pa-
ling tinggi di ASEAN. Yang
kedua adalah kasus pengang-
guran terselubung yang sangat
besar jumlahnya dan disertai
penyebaran sektor informal
yang meluas.

Tingkat pengangguran ter-

buka dalam ukuran normatif
masih tergolong tinggi karena
tingkatnya dua kali lipat peng-
angguran normal ketika tercapai
level full employment. Sementara
itu, tingkat pengangguran terse-
but jika dibandingkan dengan
negara-negara ASEAN di seki-
tarnya jauh lebih tinggi, bahkan
sampai 2-3 kali lipat.

Sektor industri sekarang mero-
sot drastis karena paling tidak
dua sebab, yaitu kekosongan
strategi kebijakan dan pengaruh
China yang dibiarkan. Sektor in-
dustri pada saat ini bukan hanya
tidak mampu menyerap tenaga
kerja baru. Lebih dari itu, me-
muntahkan tenaga kerja yang
sudah ada di dalamnya keluar
menjadi tenaga kerja pengang-

guran. Atau setidaknya tenaga
kerja di dalam industri tersebut
terlempar keluar masuk sektor
informal menjadi tenaga kerja
setengah pengangguran.

Pertumbuhan tenaga kerja
sektor industri sekarang negatif,
rata-rata sekitar -5% per tahun.
pertumbuhan sebagian sektor
industri juga negatif, meskipun
secara keseluruhan positif ren-
dah. Itu artinya Indonesia sudah
kehilangan momentum untuk
memperkuat sektor industri.
Sektor ini tidak dapat memban-
tu memperbaiki keadaan dari
luasnya gabungan penganggur-
an terbuka dan pengangguran
terselubung.

Karena itu, tidak menghe-
rankan jika ekonomi Indonesia

berwajah ganda. Satu sisi ada-
lah sektor modern yang sudah
mapan dan dicirikan dengan
pertumbuhan yang tinggi itu
serta dibanggakan terus oleh
pemerintah. Tetapi pada sisi
lain, sektor informal semakin
memburuk dan tetap men-
jadi penyangga pada saat krisis
ataupun saat normal seperti
sekarang ini.

Jumlah sektor informal ber-
tambah banyak pada saat ini. Itu
berarti pertumbuhan ekonomi
tidak berhasil menyerap te-
naga kerja di sektor formal.
Kemiskinan di daerah timur,
seperti Papua, Maluku, dan
NTT berkisar 30% sampai 40%.
Secara keseluruhan kondisi
masyarakat masih miskin se-
perti terlihat pada golongan
miskin dengan kriteria lain pada
program jamkesmas atau pro-
gram raskin, yang jumlahnya
mencapai tidak kurang dari 70
juta orang.
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Aziz Syamsuddin
Minta Koleganya
Diperiksa

WAKIL Ketua Komisi Ill DPR
Aziz Syamsuddin merasa ter-
pojok dengan tudingan mem-
bekingi aksi penyelundupan
yang dilontarkan Indonesia
Corruption Watch (ICW). Kare-
na itu, ia menyeret koleganya
di Komisi 1l DPR untuk turut
diusut.

“Ini rombongan resmi. Bus
yang digunakan bus DPR. Ada
17 orang yang ikut. Notulanya
ada siapa saja yang bicara. Sila-
kan lakukan pengusutan secara
tuntas. Saya tunggu,” cetusnya
di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pengusutan ter-
hadap seluruh anggota Komisi
Il DPR yang ikut dalam ins-
peksi mendadak pada 10 Janu-
ari 2011 untuk membuktikan
tidak ada kepentingan di balik
kegiatan Komisi Il DPR.

ICW melaporkan Aziz ke Ba-
dan Kehormatan (BK) DPR ka-
rena diduga telah membekingi
penyelundupan dua kontainer
berisi BlackBerry dan minuman
beralkohol.

Dugaan ICW itu berawal
saat rombongan komisi hu-
kum yang dipimpin Aziz pada
10 Januari 2011 berkunjung
ke Kantor Imigrasi Bandara
Soekarno-Hatta terkait de-
ngan kasus paspor maka pajak

Gayus Tambunan. Pada saat
kembali ke Senayan, tiba-tiba
rombongan itu berbelok arah

menuju Tanjung Priok.

Aziz mengaku mendapat in-
formasi awal mengenai adanya
pelanggaran di Pelabuhan Tan-
jung Priok. Namun ia menolak
menyebutkan sumber infor-
masi itu. “Malamnya, saya
dapat informasinya lewat SMS,
besok paginya berangkat. Ka-
lau dibilang sumbernya, nanti
tidak ada lagi yang mau kasih
informasi,” elaknya.

Peneliti Senior ICW Ade
Irawan menegaskan, ICW tidak
memiliki pretensi tertentu de-
ngan pihak atau partai mana
pun. “Yang dilakukan adalah
bagian dari upaya kami untuk
melakukan kontrol supaya
rakyat ikut mengawasi. Siapa
pun yang kami anggap me-
langgar, dari parpol mana pun,
kami laporkan,” tegasnya.

Menurut Ade, yang dilapor-
kan ICW tidak hanya Aziz seba-
gai ketua rombongan. “Dalam
laporan ke BK itu kan, disebut-
kan ‘dan kawan-kawan'.”

Ade mendesak BK untuk
segera memproses aduan ICW
agar tidak berlarut-larut. “Ini
kan sudah 2 minggu.”(Wta/
P-1)
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HOBI MEMOTRIBU Negara Ani Yudhoyono memotret ke arah
wartawan saat menunggu kunjungan kenegaraan Presiden
Republik Turki Abdullah Gul di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Fotografi merupakan salah satu hobi Ibu Ani.
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SAAT SIDANG PARIPURIMAgota DPR Rachel Maryam (kanan) bersama Evita Nursanti asyik berfoto menggunakan iPad di ruang sidang paripurna gedung parlemen,
Jakarta, kemarin. Sidang antara lain mengesahkan RUU Akuntan Publik menjadi undang-undang.

DPR Selalu Inkonsisten

Sikap pagi kedelai, siang tempe merupakan hal biasa yang dilakukan anggota dewan
demi mempertahankan kepentingan mereka.

ARYO BHAWONO

OMISI Il menunjuk-
kan sikap inkonsisten
dalam pemanggilan
jaksa Cirus Sinaga
di Panitia Kerja Pemberantasan
Maba Hukum. Padahal, di satu
sisi mereka menolak kehadiran
dua pemimpin Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK), Bibit
Samad Rianto dan Chandra
M Hamzah, yang sama-sama
berstatus tersangka.
Penilaian itu dilontarkan
Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud MD seusai mem-
berikan kuliah Lecture Series
on Democracy bertajuk Konsti-
tusi dan Demokrasi di Kampus
Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah, di Ciputat,
Tangerang Selatan, kemarin.
“Kalau dibandingkan de-
ngan penolakan yang dilaku-
kan terhadap pimpinan KPK,
DPR sudah bersikap inkonsis-
ten,” jelasnya.
la mengingatkan DPR tidak
boleh menolak kehadiran mi-

tra kerja mereka karena status
hukum. Penolakan kehadiran
pimpinan KPK beberapa waktu
lalu tidak memiliki dasar hu-
kum.

Penolakan itu bertolak be-
lakang dengan perlakuan DPR
terhadap jaksa Cirus yang
tersangkut dalam kasus Ga-
yus Tambunan. Menurutnya,
maksud DPR dalam pemang-
gilan jaksa Cirus memiliki
tujuan baik. Pemanggilan itu
merupakan upaya menggali
keterangan selaku saksi kasus
mapa hukum.

“DPR juga dapat bersikap
kritis terhadap jaksa Cirus.
Tetapi kesalahan DPR adalah
inkonsistensi dalam peno-
lakan dua pemimpin KPK,”
tandasnya.

Panitia Kerja (Panja) Pem-
berantasan Mabka Hukum dan
Perpajakan Komisi Ill DPR ke-
marin mendengarkan keterang-
an Cirus seputar sangkaan
yang ditujukan kepadanya
sebagai mafia hukum dalam
kasus pemalsuan surat rencana

penuntutan Gayus Tambunan.

Komisi Il rapat dengan ter-
sangka. Padahal, keputusan
rapat internal Komisi Ill DPR
pada 31 Januari 2011 ialah
menolak kehadiran Bibit dan
Chandra dalam setiap rapat
apa pun di DPR hingga akhir
masa sidang.

Penolakan Komisi Ill yang
masih berlaku sampai seka-
rang itu didasari alasan bahwa
status tersangka masih melekat
pada Bibit-Chandra meski
Jaksa Agung telah mendeponir
perkara mereka.

Hentikan boikot

Saat dihubungi terpisah,
sejumlah anggota Komisi Ill
DPR menyadari adanya stan-
dar ganda yang diterapkan
terkait rapat dengan seseorang
yang berstatus tersangka. Be-
berapa fraksi akan mendorong
agar boikot terhadap Bibit
Samad Rianto dan Chandra M
Hamzah dihentikan.

“Harus diakui, saya pribadi
agak alpa juga kalau Cirus ter-

sangka. Tapi banyak hal yang
harus kita dalami untuk meng-
usut tuntas kasus maba pajak,”
ujar Nasir Djamil, anggota
Komisi Ill dari Fraksi PKS.

Menurut Nasir, F-PKS akan
berupaya mendorong agar
dua pemimpin KPK tersebut
dapat diterima pada masa
sidang berikutnya. “Banyak
hal yang harus kita tanyakan
kepada KPK. Karena banyak
soal besar yang tidak ditindak-
lanjuti KPK. Rugi kita Komisi
I11,” tuturnya.

Hal senada disampaikan
Martin Hutabarat dari Fraksi
Gerindra. “Sebenarnya KPK
juga penting. Maka wajar kalau

dikatakan ada double standard.

Konflik dengan KPK tidak

perlu diperpanjang. Saatnya
kita mengundang mereka se-
sudah reses yang akan datang,”
ujarnya.

Secara terpisah, Tjatur Sap-
to Edy dari Fraksi PAN juga
mengakui komunikasi dengan
KPK memang diperlukan.

Sementara itu, Kejaksaan

Agung membantah pernyataan

jaksa Cirus Sinaga yang tidak
mengaku menjabat ketua tim

jaksa peneliti dalam menangani
berkas perkara Gayus H Tam-
bunan di Pengadilan Negeri

Tangerang. Ini berarti Cirus

memberikan keterangan bo-
hong di Panja Pemberantasan
Maba Hukum dan Perpajakan,

Senin (4/4).

Kepala Pusat Penerangan
Hukum Kejaksaan Agung Noor
Rachmad mengatakan, status
koordinator tersebut memang
tidak diatur secara tertulis
dalam surat P-16 atau surat
keputusan penunjukan jaksa
penuntut umum. Dalam P-16
yang diatur adalah urutan
senioritas para jaksa penuntut
umum yang ditunjuk Jaksa
Agung.

“Cirus Sinaga menduduki
urutan pertama karena paling
senior di antara tiga jaksa lain-
nya,” jelasnya, kemarin. (Wta/
AW/P-3)

bhawono@mediaindonesia.com

Ambang Batas Parlemen
Berlaku Flat

PARTAI Demokrat mendorong
agar aturan ambang batas par-
lemen (parliamentary threshold/
PT) berlaku secaral3at secara
nasional.

“Penentuan pengisian kursi
di DPRD ditentukan oleh hasil
penghitungan untuk DPR RI,”
kata Ketua F-PD DPR Jafar Haf-
sah di Jakarta, kemarin.

Dengan demikian, lanjut dia,
partai yang tidak memenuhi
ambang batas parlemen untuk
tingkat DPR RI secara otomatis
tidak akan ada di daerah.

“Sama juga waktu kita me-
ngatakan partai besar hanya
ditentukan kursi di DPR. Di
daerah ya ikut pusat. Kalau
pusat tidak ada ya di daerah
juga,” ujarnya.

Dalam Pasal 202 revisi Un-
dang-Undang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pemilu disebut-
kan, “Partai Politik peserta
pemilu harus memenuhi am-
bang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya ...% dari
jumlah suara sah secara na-
sional untuk diikutkan dalam
penentuan perolehan kursi
anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota.”

Sebaliknya, untuk besaran
ambang batas parlemen, ia
mengakui belum ada titik temu
di dalam setgab mengenai am-
bang batas parlemen. Menurut
dia, PKS cenderung bermain
aman di kisaran 3%-4%.

Adapun sikap F-PD, lanjut

‘;‘n.

.? v,
&
AT

MI/RAMDANI

4

- ()

Jafar Hafsah
Ketua F-PD DPR

dia, adalah 4%. “Kami masih
menyetujui pada posisi 4%.
Angka 3% itu kan baru draf.
Komprominya ya kita lihat
perkembangannya,” ujar dia.
Di pihak lain, Sekjen DPP
Partai Golkar ldrus Marham
menegaskan, partai berlam-
bang beringin itu kukuh pada
ambang batas parlemen 5%.
Fraksi menengah yang ter-
gabung dalam setgab, yaitu
PPP, PAN, dan PKB cenderung
mendukung ambang batas
parlemen seperti hasil Baleg.
Seperti diungkapkan Ketua
F-PAN DPR Tjatur Sapto Edy,
hasil Baleg itu bisa mengako-
modasi kebinekaan Indonesia.
“DPR itu harus mencermin-
kan Indonesia yang dibangun
dari berbagai macam suku
bangsa, kelompok. Karena itu,
tidak dapat diperas jadi hanya
tiga kelompok. Angka 3% su-
dah dapat mewadahi berbagai
kelompok,” ujarnya.
Wakil Ketua Baleg DPR dari

F-PKB Ida Fauziyah menekan-
kan, ambang batas parlemen
3% telah menjadi keputusan
bersama di DPR. Karena itu,
tidak etis bila keputusan terse-
but dipertentangkan lagi di
internal DPR. “Etikanya, kalau
sudah menjadi usulan bersama,
harus konsisten,” ujarnya.

Menurutnya, pertentangan
ambang batas parlemen seyo-
gianya hanya terjadi antara
DPR dan pemerintah. “DPR
tidak boleh lagi memperten-
tangkan usulan tersebut. Saat
pembahasan dengan pemerin-
tah baru terjadi pertentangan
bila pemerintah tidak meng-
inginkan 3%,” tegasnya.

Di saat parpol di DPR belum
menyepakati ambang batas
parlemen, sebanyak 10 parpol
yang tidak lolos ambang batas
parlemen 2,5% pada Pemilu
2009 bakal bergabung untuk
membentuk partai baru berna-
ma Partai Persatuan Nasional.

“Partai baru direncanakan
akan dideklarasikan 1 Juni.
Tiga atau empat partai lain juga
berniat untuk bergabung,” kata
Ketua Umum Partai Persatuan
Daerah (PPD) Oesman Sapta di
Jakarta, kemarin.

la mengatakan itu saat Ra-
pat Pimpinan Nasional PPD
yang juga dihadiri pengurus
partai yang akan bergabung
seperti Partai Pelopor, dan
Partai Demokrasi Pembaruan.
(NA*/Ant/P-1)

Media Group-Seskab Dipo Alam
belum Capal Titik Temu

MEDIASI Media Group dengan
Sekretaris Kabinet Dipo Alam
belum juga terealisasi hingga
tenggat terakhir. Hakim me-
diator dari Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Ennid Hasanud-
din akhirnya memberikan ke-
sempatan kedua.

“Kami kembali diberikan
kesempatan oleh hakim untuk
bermediasi lagi dalam dua
minggu mendatang,” ungkap
kuasa hukum Media Group,
Bonaparte Situmorang, di PN
Jakarta Pusat, kemarin.

Mediasi kedua pihak meru-
pakan keputusan majelis hakim
pada sidang 22 Maret 2011.
Kedua pihak yang beperkara
diberi waktu sampai 5 April
untuk mencari jalan keluar di
luar pengadilan.

Media Group menggugat
Seskab Dipo Alam berkenaan
dengan pernyataan ungkapan
pribadi yang dinilai menyalahi
Undang-Undang Pers. Pada 26
Februari, Seskab Dipo Alam di-
laporkan ke Mabes Polri karena
telah mengajak memboikot
media massa yang dia sebut
terus-menerus menjelekkan
pemerintah.

Seskab Dipo Alam dibidik
dengan pasal pidana dan per-
data. Untuk pasal pidana, ia
dianggap telah melanggar
Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers dan
UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

Bonaparte menegaskan,
pihak Media Group (Media
Indonesia dan Metro TV) seba-
gai penggugat tetap berkukuh
pada substansi somasi, yakni
permohonan maaf Seskab Dipo
Alam di hadapan publik, diser-
tai ganti rugi Rp101 triliun.

Hingga detik terakhir,
Bonaparte menjelaskan pihak
Seskab Dipo Alam belum mau
memenuhi somasi dari Me-

dia Group, yakni permohon-
an maaf di hadapan publik.
“Sampai saat ini pun pihak
Dipo tidak pernah menjelaskan
berita mana yang menjelekkan.
Kami tetap berpegang teguh
pada somasi kami,” tegasnya.

Menurutnya, kedua pihak
saat ini dalam posisi bertahan.
Poin yang jadi ganjalan masih
sama saja, yakni cara pandang
yang berbeda (mengenai pem-
boikotan pers).

Kuasa hukum Dipo Alam,
Carrel Ticualu, mengatakan
pihaknya masih berharap pintu
perdamaian untuk menyele-
saikan perbedaan pandangan
itu.

“Kami sangat terbuka untuk
berdamai, dengan TV One kan
sudah. Yang terpenting, kita
harus duduk bersama tanpa
syarat, dan melihat bersama
letak kesalahpahamannya,”
ungkapnya. (SN/P-4)
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PROSES MEDIASIasa hukum Media Group Bonaparte Situmorang (kanan) berbicara dengan kuasa
hukum Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Carrel Ticualu, seusai mengikuti proses mediasi di Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, kemarin.




